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<b>ABSTRACT</b><br>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi
khusus sebagal saranaresolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang
diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negarainduk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam
otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah
satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam
konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak
yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utamayaitu resolusi konflik yang gagal di
Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama
penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai saranaresolus konflik yang menjadi faktor
berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan Gol namun tidak berhenti di Mindanao antara
MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik
setelah perjanjian perdamaian Tripoli padatahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik
tersebut menyebabkan munculnya kel ompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group.
Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi
kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis
juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolus, jika kesepakatan otonomi khusus tidak
mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok
pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009),
yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu;
aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini
bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun
kesimpulan penelitian.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special
autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is
surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict.
In specia autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of
them isthe policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differencesin the
context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups
fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao
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unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main
argument in this study is, local political parties asa medium of conflict resolution is afactor in the
successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and Gol but does not cease the conflict in
Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the
conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of
the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group.
This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus
ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did
not reach aresolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the
power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysisusing a
theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play arolein
institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political
elites and domestic elites. Thisresearch is qualitative explanatory by comparison using process tracing
method to construct research conclusions.



